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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLEGOK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia
Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor1496);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan
Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengebangan
Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha
Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoesia Nomor
190/ PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1924), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 128/ PMK.07 /2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indoesia  Nomor 190/ PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2022
Nomor 819);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
(berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor
8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor
16);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor
85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13
Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 85);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017
Nomor 116);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

24.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018
Nomor 65);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor
76);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2019
tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015
tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 12);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2020 Nomor 6);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2021
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor
81);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2021
tentang Pedoman penyusunan Perubahan dan
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 66);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91)
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2022 Nomor 89);

Peraturan Desa Nglegok Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Kewenanag Desa (Lembaran Desa Nglegok Tahun
2018 Nomor 5);

Peraturan Desa Nglegok Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa
Nglegok Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Desa Nglegok Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun
2022 (Lembaran Desa Nglegok Tahun 2021 Nomor 5);



Menetapkan

25. Peraturan Desa Nglegok Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Desa Nglegok Tahun 2021
Nomor 8);

26. Peraturan Desa Nglegok Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Nglegok
Tahun 2022 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 2.744.757.160,00
Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Rp. 778.643.253,00
Pemerintah Desa
. Bidang Pembangunan Rp. 1.287.011.110,00
c. Bidang Pembinaan Rp. 33.000.000,00

Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Rp. 174.211.140,00
Masyarakat

e. Bidang Tak Terduga Rp. 424.800.000,00
Jumlah Belanja Rp. 2.702.665.485,00
Surplus/Defisit Rp. 42.091.675,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 794.514,00
b. Pengeluaran
Pembiayaan Rp. 40.000.000,00
Selisih Pembiayaan Rp. (39.205.486),00

Silpa Tahun Berjalan Rp. 2.886.189,0



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa
terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022.

2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa.
3. Lampiran III : Laporan Program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah Yang Masuk ke
Desa.
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Nglegok
pada tanggal 31 Januari 2023
KEPALA DESA NGLEGOK,

EKO WAHYUDI

Diundangkan di Desa Nglegok
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DESA NGLEGOK,

ANDRIAN PUSPASARI
LEMBARAN DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2023

NOMOR 1.
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